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Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di
Politeknik Kesehatan Denpasar perlu ditetapkan Kebijakan Sistem
Penjaminan Mutu Internal.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, periu ditetapkan dengan
surat keputusan.
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
DENPASAR TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN
DENPASAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan
Denpasar digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di
Politeknik Kesehatan Denpasar.

Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik
Kesehatan Denpasar.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan
apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan
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1. Visi, Misi,
dan Tujuan

Visi:

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu inter-
nasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata
pada tahun 2030

Misi:

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan
yang berkualitas internasional berazaskan budaya dan kesehatan
pariwisata

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis
kearifan lokal

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di
luar negeri

Tujuan:

1. Menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang berkualitas dan
bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata.

3. Menijalin kerjasama lintas sektor..

2. Tujuan
dokumen
tertulis
kebijakan

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Poltekkes Denpasar dimaksudkan

sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepen-
tingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Poltekkes
Denpasar;

2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual
atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan
meningkatkan mutu SPMI;

3. Bukti otentik bahwa Poltekkes Denpasar telah memiliki dan
melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan
perundang-undangan

3. Luas
lingkup
kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penjaminan mutu di Poltekkes Denpasar:
1) Penetapan standar,

2) Pelaksanaan standar,

3) Evaluasi standar ,

4) Pengendalian standar,

5) Pengembangan standar.

4. Manajemen
dan proses
penjaminan
mutu

Manajemen Pelaksanaan SPMI Poltekkes Denpasar:
1. Penetapan standar
Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetap-
an dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis
standar. Namun , penetapan dan pemenuhan standar mutu harus
dilakukan mengikuti mekanisme :
a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi
dan Tujuan Poltekkes Denpasar serta dirumuskan dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.




b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai
dari tingkat Direktorat, Jurusan, program studi, lab/ bengkel
kerja, dan seterusnya sesuai kebutuhan.

c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar
perlu melakukan Kkajian peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.

d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan per-
undang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang Kinerja
yang sedang berjalan, masukan dari stake holders, hasil
benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).

e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak
boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang
terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang
di atasnya.

f. Unit/ Urusan/ Jurusan yang akan menetapkan standar perlu
melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan
disusun dan ditetapkan.

g. Unit/ Urusan/ Jurusan membentuk tim sesuai dengan jenis
standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur
pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika
diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders
eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun
standar.

h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentu-
kan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis
kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan
dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu
sebelumnya.

i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk
mendapat umpan balik dan diuji peluang implementa-
bilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai
acuan dalam implementasi SPM.

j. Standar mutu di tingkat Jurusan perlu disahkan oleh
Ketua Jurusan, dan di tingkat Direktorat disahkan oleh
Direktur.

k. Standar tertentu pada tingkat Poltekkes disahkan oleh
Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

I. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan
dipublikasikan  secara terbuka kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

m. Perumusan standar sampai pada penentuan hal-hal yang harus
ada, seharusnya ada, dan dilarang.

Pelaksanaan standar

Standar yang telah disetujui oleh pimpinan dan ditetapkan harus
dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penetapan standar
tersebut. Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang
telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu
perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.




a. Unit/ Urusan/ Jurusan menyusun kebijakan yang terstruktur agar
mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan
berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar
yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan
dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh
Pimpinan.

c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten
mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan
dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit
kerjanya.

d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit/ Urusan/ Jurusan,
pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-
standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.

e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan
ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan
dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumen-
tasikan secara efektif, efisien dan sistematis

Evaluasi standar

Pelaksanaan standar yang telah disetujui pimpinan dievaluasi

pencapaiannya oleh penanggung jawab kegiatan setiap usai kegiatan

atau setiap tahun. Kegiatan yang telah dievaluasi disampaikan
keberhasilannya dan kekurangannya, serta solusi yang telah diambil
oleh pelaksana. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan untuk
mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI
harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester

untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam

bentuk laporan maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi
kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui
pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara
mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI.
Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra
Poltekkes Denpasar.

b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan
pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat
Direktorat, jurusan/ program studi, termasuk unit dan urusan di
dalamnya adalah pejabat/personalia untuk  melaksanakan
prosedur tersebut.

c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat
diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama.
Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang
ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan




proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan
manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk
menyeragamkan keluaran/ output. Keberadaan standar mutu lebih
diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance)
terbaik dari tiap individu, di Direktorat dan Jurusan secara
keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu
Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan
keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit
kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat
Direktorat dan tingkat Jurusan untuk unit-unit di bawahnya
dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.

e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik
(Direktorat, jurusan/bagian dan program studi).

f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaik-
an, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit
Mutu Internal.

g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan
Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua
jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya
dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal
harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan di Poltekkes Denpasar berjalan sesuai dengan rencana, dengan
prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah
ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam
rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non
akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu
Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada
semua program studi.

b. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan
manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.

c. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali
dalam satu tahun oleh Direktorat.

d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit
sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.

e. Direktur dapat menugaskan audit mutu internal kepada Tim
Penjaminan Mutu apabila diperlukan.

f. Poltekkes Denpasar harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja
sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

g. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat
melakukan audi atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Tim
Penjaminan Mutu.

h. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Auditor
yang diterbitkan oleh Direktur Poltekkes Denpasar.

i. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti
oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang
dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di
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atasnya (Ketua Jurusan atau Direktur).

J. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja
yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

k. Unit, urusan, program studi, dan jurusan perlu menyusun meka-
nisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal pada
pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/
jurusan,dosen dan senat.

I. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada
Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan

b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan

c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah
ditetapkan

d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan

4. Pengendalian standar

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu
untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di
Poltekkes Denpasar berpedoman pada pencapaian standar dan dengan
mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat
dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan
dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar,
semua unit yang ada di lingkungan Poltekkes Denpasar perlu
menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi
penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari
aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi
kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan
hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar
yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi
pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan,
serta ¢) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat
siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan
konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep
Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti berikut:
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Upaya
Perbakan

Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan
Standar Mutu

Implementasi  penjaminan mutu dilakukan secara siklus
dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar
Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan
Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, €) penyusunan
Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f)
pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara
berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui
penerapan  SPMI  didasarkan pada dua prinsip  utama:
peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous
improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan
(sustainable quality). Penerapan prinsip continuous improvement
melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality
dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti
diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten
akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu
pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu
secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang
berulangkali dan juga berkelanjutan.

Hasil kegiatan yang dievaluasi dinilai:

a. Pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai standar diupayakan
untuk terus mempertahankan pencapaiannya dan berupaya
meningkatkan standar

b. Pelaksanaan kegiatan yang melampaui standar diupayakan
mempertahankan pelampauannya dan berupaya lebih mening-
katkan standar

c. Pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai standar dilakukan
tindakan koreksi terhadap pelaksanaannya

d. Pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari standar dilakukan
upaya untuk kembali kepada tujuan semula




5. Peningkatan standar

SPMI pada Poltekkes Denpasar dirancang, dilaksanakan, dan
ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model
PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dengan model ini, maka Poltekkes
Denpasar akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai
melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap
pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu
dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang
lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam
lingkungan poltekkes secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri
untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan
prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan
kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada
pimpinan poltekkes. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan
pimpinan poltekkes akan membuat keputusan tentang langkah atau
tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan
mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga
mengharuskan setiap unit dalam poltekkes bersikap terbuka, kooperatif,
dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah
mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan
setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada
pimpinan unit dan Poltekkes, untuk kemudian diambil tindakan tertentu
berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap
kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Poltekkes Denpasar
terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Poltekkes Denpasar pun juga selalu
dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat
dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah
kesiapan semua prodi dalam poltekkes untuk mengikuti proses akreditasi
atau penjaminan mutu eksternal baik olehn BAN-PT ataupun lembaga
akreditasi asing yang kredibel. Model Manajemen PDCA Prinsip Dalam
Melaksanakan SPMI Poltekkes Denpasar seperti berikut:

5. Starndardd

AModel Mangjemen PDCA




Untuk mencapai tujuan SPMI Poltekkes Denpasar tersebut di atas
dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Poltekkes Denpasar,
maka civitas academica dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras
dalam Poltekkes Denpasar selalu berpedoman pada prinsip:

Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
Mengutamakan kebenaran;

Tanggungjawab sosial;

Pengembangan kompetensi personel;

Partisipatif dan kolegial;

Keseragaman metode;

Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
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Strategi SPMI Poltekkes Denpasar:

Strategi Poltekkes Denpasar di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap
perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan
pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap
penetapan standar SPMI;

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen
dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan
sebagai auditor internal;

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para
pemangku kepentingan.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras Poltekkes Denpasar:
Poltekkes Denpasar memiliki 6 jurusan yang mengelola 10 prodi.
Poltekkes menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja
akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksana-kan
SPMI dalam setiap aktifitasnya.

5. Dokumen 5.1. Standar Mutu Pendidikan
5. 1. Daftar 1. Standar Kompetensi Lulusan
Standar 2. Standar Isi Pembelajaran
Mutu 3. Standar Proses Pembelajaran
Pendidikan 4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
5. 2. Daftar 5.2. Standar Mutu Penelitian
Standar Standar Hasil Penelitian
Mutu Standar Isi Penelitian
Penelitian Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Standar Peneliti

Standar Prasarana dan Sarana Penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiyaan
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5.3. Daftar 5.3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Mutu 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Pengabdian 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
kepada 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Masyarakat 5. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada
Masyarakat
5.4. Standar 5.4. Standar Keuangan
Mutu
Keuangan
5.5. Standar 5.5. Standar Keterbukaan Informasi
Mutu 1. Standar Isi Informasi
Keterbukaan 2. Standar Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
Informasi 3. Standar Penyampaian Informasi
5.6. Standar 5.6. Standar Mutu Kemahasiswaan
Mutu 1. Standar Ekstra Kurikuler
Kemabhasis- 2. Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni
waan
5.7. Standar 5.7. Standar Tata Pamong
Mutu
Tata
Pamong
5.8. Daftar 5.8. Standar Kerjasama
Standar 1. Kerjasama Bidang Akademik
Mutu 2. Kerjasama Bidang Non Akademik
Kerjasama
5. Dokumen 5.1. Standar Mutu Pendidikan
5. 1. Daftar
Standar
Mutu
Pendidikan

6. Daftar SOP

I. Tahap Penetapan Standar :

I1. Tahap Pelaksanaan Standar :

[11. Tahap Pengendalian Standar :

IV. Tahap Peningkatan Standar :

6. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4406);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

Peraturan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
1988/Menkes/Per/1X/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/V111/2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

Peraturan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Politeknik Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Rl Tahun 2015 Nomor 1952);
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi
dan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi;

Keputusan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri  Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Politeknik Kesehatan.
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